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ABSTRAK 

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius 

yang belum terselesaikan, dengan data menunjukkan tingginya jumlah korban anak-anak, 

terutama di usia 13-17 tahun. Faktor seperti ketidakmampuan anak memahami tindak 

pidana, kurangnya keberanian melaporkan, dan mudahnya dirayu pelaku, menjadikan 

mereka kelompok rentan. Meski hukum telah mengatur hukuman tegas untuk pelaku, 

praktik penegakan hukum sering hanya fokus pada hukuman penjara tanpa 

memperhatikan dampak psikologis dan fisik pada korban. Kasus seperti Putusan nomor 

143/Pid.Sus/2021/PN LMG menunjukkan betapa parahnya dampak persetubuhan 

berulang pada anak, yang mengakibatkan trauma mendalam.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 

menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis pertama, tentang 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak secara 

berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG dan 

kedua, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak secara 

berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG.  

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pertama, Rasio legis Putusan Nomor 

143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan pada penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 

maksimal 5 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian 

mental dan trauma yang dialami korban dan keluarganya, sementara yang meringankan 

adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah pada tanggal 8 Agustus 2021. Kedua, 

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, putusan tersebut 

mengakomodir penegakan hukum dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak, yang tepat karena unsur-unsurnya terpenuhi, serta 

mempertimbangkan teori restorative justice dengan meringankan hukuman karena 

terdakwa menikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengan konsep 

penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif, serta memenuhi 

tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan pertama, agar dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan kasus persetubuhan secara 

berulang-ulang khususnya pada anak sebagai korban hakim harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi 

semua pihak Kedua, penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak tidak hanya sebatas memberikan hukuman pidana penjara 

semata, akan tetapi juga akibat-akibat yang ditimbulkan bagi korban baik secara fisik 

maupun psikologis. Ketiga, penegakan hukum terhadap tindak persetubuhan secara 

berulang-ulang pada anak harus menjadi perhatian lebih intensif dan serius bagi 

masyarakat dan pemerintah. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.   
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